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PENDAPATAN DAERAH KUDUS PADA 2023 LAMPAUI TARGET 

 
Sumber Gambar: 

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/03/25/dprd-1.jpg.webp 

 

Isi Berita:   

Kudus, Jawa Tengah (ANTARA) - Penjabat Bupati Kudus M Hasan Chabibie 

mengatakan pendapatan daerahnya pada tahun anggaran 2023 mencapai Rp2,276 triliun 

atau 101,75 persen dari target yang direncanakan. 

"Pendapatan daerah tersebut berasal dari pos pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan 

transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah," katanya pada Sidang Paripurna 

DPRD tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkab 

Kudus Tahun Anggaran 2023 di Gedung DPRD Kudus, Jateng, Senin 

Sementara, realisasi PAD, kata dia, sebesar Rp502,33 miliar atau 10,05 persen dari target, 

pendapatan transfer sebesar Rp1,772 triliun atau 100,68 persen dari target, dan lain-lain 

pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1,236 miliar atau 45,78 persen dari target. 

Untuk pelaksanaan belanja daerah pada tahun 2023 yang terdiri atas belanja operasi, 

belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer, realisasinya sebesar Rp2,384 

triliun atau sebesar 90,85 persen. 

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1,683 triliun atau 88,50 persen dari anggaran, belanja 

modal terealisasi sebesar Rp418,67 miliar atau 95,74 persen dari anggaran, belanja tidak 

terduga terealisasi sebesar Rp2,37 miliar atau 42,22 persen, dan belanja transfer sebesar 

Rp280,18 miliar atau 90,85 persen dari anggaran. 

Sementara untuk realisasi pembiayaan daerah pada 2023, kata dia, penerimaan 

pembiayaan sebesar Rp390,91 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan 

anggaran (silpa) tahun sebelumnya. 

Untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1,236 miliar yang digunakan untuk penyertaan 

modal atau investasi pemerintah daerah. 
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"Kami menyadari dalam pelaksanaan pemerintahan daerah masih terdapat kekurangan 

dan belum dapat sepenuhnya memenuhi harapan semua pihak. Untuk itu, kami berharap 

dukungan dari semua pihak dalam pembangunan Kabupaten Kudus. Kekurangannya 

diharapkan bisa dipenuhi pada tahun anggaran 2024," ujarnya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Kudus Masan menganggap masih banyak uang yang tidak 

terserap dalam program pembangunan, sehingga silpa cukup besar. 

Untuk itu, kata dia, perlu ada evaluasi, terutama pendapatan harus ada optimalisasi, 

meskipun capaian di atas 100 persen. 

"Yang perlu dibenahi bisa targetnya atau sektor lain, sehingga target yang ditetapkan 

nantinya target terukur. Sehingga, belanjanya juga banyak yang terakomodir, seperti 

belanja infrastruktur dan belanja lainnya," ujarnya. 

Ia juga menyayangkan APBD 2024 selesai dibahas November 2023, namun pelaksanaan 

pembangunan sampai saat ini belum maksimal, sehingga dananya menganggur dan tidak 

dimanfaatkan. (Akhmad Nazaruddin) 
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Catatan : 

 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah 

yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.1  

 Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai 

                                                           
1 Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2022,  Pasal 1 angka 20 
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pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan 

desentralisasi.2   

 Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam 

mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah 

dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun 

pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah 

memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap 

pembangunan daerahnya.3 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 

                                                           
2 Kemenkeu, diakses dari : https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-

daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20per

undang%2Dundangan, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05 
3 jdih.babelprov , diakses dari : https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-

tanpa-membebani-masyarakat, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05 


